
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 05 	TAHUN 2010 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 

DENGAN RAHMAT TUHAN V ANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (I) 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

kali terakhir Namor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Nomor Tahun 2004 

Peraturan Daerah 

anggaran berakhir. 

b. 	 bahwa APBO 
huruf a Peraturan Oaerah tentang 
Pelaksanaan APBO Provinsi Kalimantan Timur Tahun 

: I. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Oaerah Oaerah 
Otonom Propinsi Kalimantan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tll11ur 

Indone~ia Tahun 1956 Nomor 65: Tambahan 
IndoneSia NomoI' ! 1 

Bumi dan 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 

Indonesia N omor 3312) 
Nomor 12 Tahun 1994 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Indonesia Nomor 

3. 	 Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Alas Tanah 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44. 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3688): 

4. 	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

dan Bebas dari Kolusi 


1 ndonesia Tahun 1999 '\omor 
Indonesia Nomor 3851); 

5. 	 Nomor ! 7 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lel11baran 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran. 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. 	 ten tang Perbendaharaan 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan 

Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 

7. 	 Ulldang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Indonesia Tahun 2004 
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8. 	 dan 

Indonesia 
Nomor 

9. Nomor 25 	 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Indonesia Tahun 2004 

Indonesia Nomor 442 I); 

10. Nomor 32 	 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor telah diubah 
hpt-,pr"n" kali terakhir Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran 

II. 	 Nomor 33 Tahun 2004 
Pemerintah Pusat dan 
Indonesia Tahun 2004 Nomor I 
Indonesia Nomor 

12. 	 Tahun 2009 tentang Daerah dan RetribuSI 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I 

Nomor 

13. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 200 [ ten tang Pembinaan dan 
atas Pemerintahan Daerah 

Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 

14. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
dan DPRD 

Indonesia Nomor 4416) Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 tenlang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 

15. 	 Peraturan Pemerintah NomoI' 23 Tahun 2005 tentang 
Badan Layanan Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 

16. 	 Peraturan Pemerintah NomoI' 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi 
Pemerintahan 	 Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 

Indonesia Nomor 

17 	 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Republik Indonc~ia Tahun 200S Nomor I Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 

18. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Indonesia Nomor 

9. Peraturan Pemerintah 	 NomoI' 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138, Tarnbahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

20. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah 
Republik 	 Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 


Indonesia Nomor 
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21, 	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Daerah Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. 
Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 

22, 	 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan 
Penerapan Standar Minimal (Lcmbaran Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor I Tambahan Lembaran Indonesia 
Nomor 

23, 	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang dan 
Kinerja Instansi Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 461 

24, Presiden Nomor 117!P Tahun 2008 ten tang 
H,AWANG FAROEK ISHAK, MM,M,Si Gubernur Kalimantan Timur 
dan Drs, H. FARlD WADJDY, M,Pd Wakil Gubernur Kalimantan 
Timur; 

25, Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan 
Daerah telah diu bah Peraturan 

NomoI' S9 Tahun 2007 Perubahan atas Pcraluran 
Nrnor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan 

26. 	 Keputusan Menteri Dalam Nomar 903-637 Tahun 20 I 0 tentang Evaluasi 
Peraturan Daerah Provinsi Kaltirn ten tang 

Pelaksanaan APBD T A 2009 dan Peraturan 
Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun 

2009, 

27, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 ~rahun 2008 tentang 
Daerah Daerah Tahun 2008 

Nomor 13, Tarnbahan Lembaran Daerah Nomor 1 

28, Peraturan Daerah Provins! Kalimantan Timur 16 Tahun 2008 tentang 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 

29. 	 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur T'\omor 08 Tahun 2009 tentang 
Perubahan 	 dan Daerah Tahun 2009 

Daerah Provinsi Kal,rnantan Timur Tahun 2009 Nornor 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERW AKILAN RAKY AT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

dan 


GUBERNUR KALIMANTAN TlMUR 


MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TlMUR TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH T AHUN ANGGARAN 2009. 

Gubernur Kaltim 

dan 
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Pasal I 

(I) 	 APBD rnernuat : 

Neraca; 
c. arus kas; dan 
d. Catalan atas laporan 

dimaksudpada (t)di laporan dan 
ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Pasal2 

Realisasi dimaksud dalam Pasal ! huruf a tahun anggaran 2009 
berikut : 

a. 
b. 

960.332.581 3) 
c. 


- Penerimaan ..... 


Rp. 

Pasal3 

l)raian realisasi anggaran dimaksud dalam Pasal berikut . 

I. realisaSI 	 rincian 

pendapatan setelah 

Realisasi 


Sellsih Lebih I 


realisasi 	 Rp.I.146.172.788.31 rincian 

setelah 

Realisasi 


Selisih Lebih I 


Selisih 	 anggaran dengan realisasi surplus/defisit 807.800. 109A4 
berikut : 

a. 	 setelah 
b. 	 Realisasi 


Selisih Lebih I 


4. 	 penerimaan .147.903 
rmClan 

penerimaan 
setelah perubahan Rp. 2.049.356.63 J .766,77 

b. 	 Real isasi 

Selislh Lebih ! 


5. 	 Rp. I 16250000,00 

setelah perubahan 	 Rp. 343.216.250.000,00 
b. 	 Realisasi 


Selisih Lebih I 


http:2.049.356.63
http:Rp.I.146.172.788.31
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6. real isasi 	 neto .931.653.403 

a. 	 neto 

b. 	 Rea!isasi 

Selisih Lebih I 


Pasal4 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal I hurufb per 31 Desember 2009 berikut : 
a. lum \ah asset 	 Rp. i 6.354.590.174356,1 0 
b. lum!ah iban 	 Rp. 240.142.496.754,78 
c. Jumlah ekuitas dana 	 Rp.16.114.447.677601 

Pasal5 

Laporan arus kas huruf c untuk tahun yang berakhir 
31 Desember 2009. berikut: 

a. SaJdo kas awal per I Januari tahun 2009 	 Rp. 2007.078.491 695,81 
b. Arus kas dar! aktivitas 	 872.41 10 
c. Arus kas dari aktivitas inveslasi asset 	 1.856.178.631303,00) 
d. Arus kas dar! aktivitas pembiayaan 
e. Arus kas dar! aktivitas non-anggaran (Rp. I 
f Saldo kas akhir per 3 I Oesember tahull 2009 Rp. 697.069.648.631,91 

Pasal6 

Catatan atas dimaksud 2009 
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kual itati r atas pos-pos 

Pasal7 

pelaksanaan APBD dimaksud Pasal I tercantum dalam 
Peraturan Daerah inL terdiri dari : 

a. 	 realisasi anggaran; 

l.l 	 realisasi anggaran menurut urusan 

Lampiran 1.2 	 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan 
daerah, belanja dan 

I.3 	 daerah menurut 
program dan 

1.4 

1.5 Daftar piutang 

Lampiran 1.6 Oaf tar 

Larnpiran !.7 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset terap daerah; 

L8 	 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 

1.9 	 Daftar belurn diselesaikan 
dan tahun anggaran 

I 10 Dartar dan 


Lampiran I. I I Daftar pinjaman daerah dan daerah. 


b. Lampiran II Neraca 
c. III 	 arus kas 
d. IV Catatan atas 
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Lampiran laporan keuangan dimaksud dalam Pasal I ayai (2) terdiri dari : 
a, kinerja tercantum dalam Lampiran V pcraturan daerah ini. 
b. 	 Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam 

[ampiran VI peraturan daerah ini. 

rasal9 

Gubernur Kalimantan Timur Kepala Daerah 

r'incian lebih lanjut dari 


PasallO 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad a diundangkan. 
orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah In! 

penempatannya dalam Lembaran Daerah. '-

Ditetapkan di Samarinda 
22 September 20 J 0 

GUBERNUR KALIMANTAN TlMU 

ltd 

AWANG FAROEK ISHAK 
di Samarinda 

ranggal 22 Seplember 20 10 

SEKRETARIS DAERAH 
PROYINSI KALlVlANTANTIMUR, 

ttd 

H. IRIANTO LAMBRIE 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 05 

.. 
'Salinan sesuai d-ehgan aslinya 


Kepala Biro Hukum Setda 


Pembina Utama Muda 

Nip. 1004 



